
WAUKOTA MAOIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEOUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 01

TABUN 2011 TENTANG RINClAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAB ROTA MADIUN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa schubungan dengan adanya bebcrapa pcrubahan

tugas pokok dan (ungsi pads Badan Penanggulangan

Bencana Oaerah KOla Madiun make Peraturan Walikota

Madiun Nomor 01 Tahun 20 II tentang Rmcian Tugas

dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Oaerah KOla

Madiun sebagairnana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 dipandang

sudah tidak scsuai sehingga pcrlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan

WaJikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan

Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Oacrah Kota Madiun ;

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 ;



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang

Penanggulangan Bcncana ;

4. Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tabun 2008 tentang

Pcnyclcnggaraan Pcnanggulangan Bencana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ientang

Pendanaan dan Pcngclolaan Bantuan Bencana .
6. Peraturan Pc:mcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pcrangkat Daerah :

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Pcnanggulangan Bcncana •

8. Peraturan Menteri OaJam Negeri Nomor 46 Tabun 2008

len lang Pedoman Orgarusasi dan Tala Kcrja Badan

Penanggulangan Bencana Dacrah ;

9. Peraturan Merneri Dalarn Negcri Nomor 80 Tahun 20 IS

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Kopala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tcntang Pedornan

Pernbcntukan Badan Pcnanggulungan Bencana Dacruh ;

11. Peraturan Oaerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 20 I 1

tentang Organisasi Badandan Tuta Kcrja

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;

12. Peraiuran Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

teruang Pemberuukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

13. Peraruran Daerah KOla Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pcmbentukan Produk Hukum Dacrah ;

14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 201 J

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan

Pcnanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 54 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MADION TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADION NOMOR 01
TAHUN 2011 TENTANG RINClAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ROTA

MADION.
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Paaal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun

Nomor 01 Tahun 201] tcntang Rincian Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

(Berita Dacrah KOla Madiun Tahun 2011 Nornor 01 /G)

sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Walikcta

Madiun Nomor 54 Tahun 2016 [Berita Daerah Kora Madiun

Tahun 2016 Nomor 54/G). diubah scbagai berikut ;

1. Ketenruan ayat (2) PasaJ 3 diubah, sehingga PasaJ 3

secara keseluruhan bcrbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kepala BPBO Kota Madiun sebagaimana dimaksud

daJam Pasal 2 ayat (1) huruf a mcmpunyru rugas

mernimpin, rnenvusun dan merurnuskan kcbijakan

tekrus di bidang penanggulangan bencana sesuai

dcngan ketenruan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada aya: (I). Kepala BPBO KOla Madiun rnempunvai

Iungsi :

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang

penanggulangan bencana sesuai dengan

ketenruan peraruran perundang-undangan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang pcnanggu1angan

bencana :

c. penetapan pedornan dan pengarahan terhadap

usaha pcnanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, pc.nanganan darurai,

rehabilnasi, serta rekonstrukai secara adiJ dan

seiara ;



- 4 -

d. penetapan standarisasi serta kebutuhan

bcncanapcu yclcnggaraan penanggulangan

berdasarkan peraruran perundang-uudengan ;

e. penyusunan, penetapan dan penginformasian
peta rawan bencana :

f. penyusunan dan penetapan prosedur tctap
penanganan bencana ;

g. mclaporkan penyelenggaraan, pcnanggulangan

bencana kepada Walikota setiap bulan sekali
dalam kondisi normal dan seuap S8f1l dahlin
kondisi darurat bencana ;

h. mengendalikan pengumpulan dan pcnyaluran

uang dan barang :

i, mernpcrtanggungjawabkan pcnggunaan anggaran
yang diterima dari APBD ;

J. mclaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;

k. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan •

t. pelaksanaan tugas-rugas lain yang diberikan
Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Diantara huruf c clan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan
1 (saru] huruf yakni huruf c l , sehingga Pasal 8 secara
keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :

Pasal8

(1) KepaJa Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas rnernbanru
Kepala BPED KOla Madiun penyclenggaraan tugas

dan Iungsi Unsur Pelaksana Pcnariggulangan

Bencana sehari-hari.

(2) Unruk melaksanakan

climaksud pada ayat

tugas sebagabnana

(1)I Kepala Pelaksana

mempunyai fungsi :
a, pengkoordlnaaian satuan kerja perangkai daerah

lainnya, instansi vcrtikal, lembaga usaha
dan zarau pihak lain yang diperlukan pada tahap

pra bencana dan pasca bencana •
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b, pengkoordinasian pengerahan sumbcr daya

manusia, peralatan, logtstik dan s;1I .ian kerja

perangkat daerah lamnya, mstansi vcrtikal serta
lungkah lungkah lainnya yang diperlukan dalam

rangka penanganan darurat bcncana ;

c, peluksanaan sccara terkoordinasr elfin tcrintegrasi

dcngan satuan kerja perangkat daerah lainnya,
instunsi vertikal dengan rnernpcrharikan kebijakan

perwelengaraan penanggulangan bencana dan

kctcruuun peraruran perundang undangan :
c I. penyusunan rencana program, pelaksanaan/

pengadaan sarana dan prasaruna cli bidang

pcnanggulangan bcncana ; dan

d. peluksunaan tugas-tugus lain ~ang diherikan olch

(cpals OPBD KOla Madiun,

3, Diantara huruf (dan huruf g avat (2) Pasal 9 disisipkan 1

(SHIll) huruf ~,lkni huruf fI sl'hlllAA,J P,lsill q secara

kescluruhan berbunyi scbagai berikut :

Pasa19

(1) sckreturiat sebagaimana dirnaksud c1nlam Pasal 6
ayllt (1) huruf b mcmpunyai tugns membantu Kcpala
Pelf)ksunn. dala 111 mcngkoordinnsikan, pcrencanaan,
pernbmuan don pengcndallan u-rhudap program,

administrasi dan sumber days scrta kcrjasama.
(2) Untuk meluksanakan iugas s('bagaim,lIlo dimaksud

pads ayat (I), Sckretariat mernpunvai fungsi :

'j, pl'll!4kuorciln<lsi. sinkrorus.rs din mtcgrasi
program pcrencanaan, dan perumusan kebijakan

di lingkungan BPBD Kotu Mridillil ,
b. pernblnuan dan pelayanan ndrninistrasi

kl'lill ausnhaun, hukurn dun pCI'lJ I \ Iran pcrundung-

undnngan, organisasi, tatalaksnna, peningkatan
kapasuas sumberdaya munusia, kcuangan,

pertcngkapan, dan rumah Ulnggn ;
c, pernbin.mn dan pclaksanaon hubungan

masyarakat dan protokol ;
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d. Iasilitas pclaksanaan rugas dan Iungsi unsur

pcngarah penanggulangan bcncana ;

e. pengurnpulan data dan informasi kebencanaan

diwilayahnya ;

r. pcngkoordinasian dalarn penvusunan laporan

pcnauggulangan bcncanu •

[1. rnenyiapkan bahan pcnyusunan rencana program.

melaksanakanyrnengadakan dan mernelihara

sarana dan prasarana di Ungkungan badan ; dan

g. pelaksarraan tugas tugus lain yang dibcrrkun ulch

Kepala Pelaksana.

4 Ketentuan huruf b ayat (2) diubah dan huruf d ayat (2)

Pasal I I dihapus, ~chlllggH Pasal I I sn:.lril kcscluruhun

berbunyi sebagai berikut

Pasa}!1

(l) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana

dirnaksud dalarn pnsal b ayat f J) huruf d mcrnpunvai

tugas mcngkoordinasikan clan melaksanakan

kcbijakun pcuunggulangan bcncnnu puda saul

tanggap darurat dan dukungan logistik.

(2) Unruk rnelaksanukan tugas sebagaimnna

dimaksud pada avar (11. Scksi Kedaruratan dan

Logisuk mcmpunyai Iungsi :

a perurnusan kcbijakan di bidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

pengungsi dan dukungan logistlk ;

b pengkoordlnasran dan pelaksanaan hubungan

kerja scrta kebijakan di bidang penangguJangan

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

pengungsi dan dukungan logistik •

C kornando pclaksanaan penanggulangan bcncana

pada saar ranggap darurat;

d. dihapus ;
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c. pernantauan, evaluasi dan anallsis pelaporan

Lentang pelaksanaan kebijakan di bidang
pcnanggulangan bencana pada saar tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik ; dan

f. pelaksanaan iugas-rugas Lain yang dibcrlkan
Kepala Pelaksana.

5. Diaruara huruf d dan e ayal (2) Pasal 12 disisipkan
1 (SCiUUj huruf yakni huruf d 1. sehingga Pasal J 2 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal12

(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana

dirnaksud daJam PasaJ 6 ayat [I] huruf c mempunyai
tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan

kcbijakan di bidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana

dirnaksud pada ayar (1), Seksi Rchabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana :

0. pengkoordinasian da n pelaksanaan kebijakau di
bidang penanggulangan bencana pada pasca

bencana ;
c. pelaksanaan hubungan kcrja di bidang

penanggulangan bencana pada pasca bencana :
d. pernantauan, evaluasi dan analists pelaporan

len tang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bcncana pada pasca bcncana ,

dJ. penyiapan bahan penyusunan rencana program,

melaksanakanyrnengadakan sarana don

prasarana di bidang penanggulangan bencana
pads pasca beneana ; dan

e. pelaksanaan rugas-tugas lain yang diberikan

Kopala Pelaksana,
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Pasa1 II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pad a tanggal
diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Betita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan ill MAD I U N

pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hwn ..

Diundangkan di MAD I U N

pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda

NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2018 NOMOR 46/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WAL1KOTAMADIUN
SEKRETARIS DAERAH

~[f1~u.b.
~ ~:\<!.lAN HUKUM

~'\1V1'\....Ji
'L--::::;1

Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

ttd

ttd


